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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

. bahwa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta

catatan sipil di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2000;

. bahwa sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 470/141/MD, tanggal 9 Januari 2007, perihal Gerakan
Nasional Pemutahiran Data Kependudukan, pengaturan mengenai
retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditnjau kembali
dan disempurnakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu merubah kembali
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara tahun 1950 Nomor 43);,

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 21981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nemor 3209);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4235), ‘ ‘



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3050);

Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana'(Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593); ‘ .

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4736);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
Pendaftardn Penduduk di Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenfang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 206;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri B)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun

2000 (Lembaran Daerah Tahun 200 Nomor 20 Seri B);



Menetapkan

!

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor
44 Seri C),;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan
Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12
Seri D); '

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor
02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7
September 1999 Nomor 18 Seri B, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2000 dan

diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 September 2000 Nomor
20 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

1. BABI, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah'sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
- masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu
Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan
eksekutif daerah.

*3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Cianjur.



